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SALINAN  

 

 

        
       BUPATI PURBALINGGA 

       PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 

PERATURAN BUPATI  PURBALINGGA 
 

NOMOR   30   TAHUN   2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  NOMOR 77  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA  

DI DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 189/0004269 tanggal 7 Maret 2016 perihal 
Klarifikasi Peraturan Bupati dan dalam rangka untuk 
penunjang kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/ 

Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 



 

 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5517); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa 
Pemerintah;  

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010); 



 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

 

MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 77 TAHUN 2015 
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. 

 
Pasal   I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2015 Nomor 77) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 yaitu pada angka 13 diubah, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.  

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat   hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten 
Purbalingga. 



 

 

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat 

LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam wilayah 
Kabupaten Purbalingga. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa 
dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaaan pembayaran. 

13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari 
unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa 

untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

14. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara 
swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.  

15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 

menyediakan barang/jasa. 

16. Panitia penerima hasil pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 

17. Barang adalah setiap benda baik wujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipergunakan, dipakai, 

dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

18. Jasa adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian 

tertentu diberbagai bidang keilmuan. 

19. Swakelola oleh pemerintah desa adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan 

memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, 
dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan 

pemberdayaan masyarakat setempat. 

20. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang selanjutnya 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan desa. 

22. Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi, Barang, Pekerjaan 
Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. 

 



 

 

  2.  Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut:       

 

Pasal 6 
 

(1) Pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola dilaksanakan oleh 
TPK yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku 
PKPKDes. 

 

(2) TPK pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga 

Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.  
 

(3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya 
dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. 

 

(4) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 

a. Ketua, dan 
b. 2 (dua) orang anggota. 
 

(5) Apabila sumber dana dan lokasi pekerjaan menghubungkan dua atau 
lebih desa dalam satu kecamatan dan/atau antar kecamatan, TPK 
pengadaan barang/jasa adalah unsur-unsur perwakilan masing masing 

desa yang berimbang sebagaimana diatur pada ayat (4), yang 
dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan 
musyawarah antar desa. 

 
3.  Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu  Pasal  

19 A, sehingga Pasal  19 A berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  19 A 

 
(1)  Kepala Desa menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. 

 

(2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa. 
  

(3)  Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang 
anggota. 

 

(4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentun 

yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya; 
b. menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan; dan  
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil 

Pekerjaan. 
  

 
 
 

 
 

 



 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
 

 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal  1 Maret 2016  

 

BUPATI   PURBALINGGA, 
 

                ttd 
 
       T A S D I 

 
 

 
Diundangkan  di  Purbalingga 
pada tanggal 2 Maret 2016 
 
 
PENJABAT SEKRETARIS  DAERAH,  
   
                  ttd  
                  
         KODADIYANTO 
  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 30 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


